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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIOGANILIR
NOMOR t TAHUN2017

TENTANG

PELIMPAHANSEBAGIANKEWENANGANDIBIDANGPERIZINANDANNON
PERIZINANKEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN
PERIZINANTERPADUSATUPINTUKABUPATENOGANILIR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIOGANILIR,
I

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

" Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu
adanya sistem pemberian izin yang cepat, efisien dan
terpadu; ,

b:iLbahwa untuk ke1ancaran k~giatan sebagaimana
~'\mdimaksud dalam huruf a, perlu t~&nelimpahkansebagian
1" kewenangan pemberian perizinan dan non perizman
\ kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan
Komering Ulu Se1atan dan Kabupaten Ogan Ilir di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Leml(aran Negara
Nomor 4347); ,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara NomoIl5234);
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6. Undang-Undang Nomor 23 i(Fahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 5587)sebagaimanctl,,;telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

.. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
•Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Nomor4742);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887); :r:\i~

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun
2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan

1::. Perdagangan Dalarn Kabupateru', Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahuri 2009 Nomor 04 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun
2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun
2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2009 Nomor 14 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun2010 Nomor 15 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pendaftaran dan Pembinaan Jasa Usaha
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2011 Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor21 Tahun 2011);
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Menetapkan

, ,

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos danjatau
Rumah Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 20 13Nomor 05);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12); I~,t,:,

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri;,romor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Telayanan Terpadu Satu
Pintu: Iii,

21': '.Peraturan Menteri K~sehatan Nomor
1

920jMenkesjSKjXIIj 1986 tentang Registrasi dan IzinJ.
Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi;

23. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
37 jM-DagjPerj9j2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31jM-
DAGj PERj 8 j 2008 ten tang Penyelenggaraan Waralaba;

25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
41jM-IndjPer/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktek Bidan;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
028/Menkes/Per/lj2011 tentang Klinik;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/ Menkes j Per/V j 20 11 tentang Registrasi, Izin Praktek
dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1331/Menkes/SK/X/2002 tentangiPedagang Eceran Obat;

32. Keputusan Menteri \~l<esehatan Nomor
1332/Menkes/SKjXj2002 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotik; ,~~

33. Keputusan Menteri )tesehatan Nomor
!;, 1076jMenkesjSK/VII/2003 tentang Pengobatan

Tradisional; ,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI .QGt\:U rif5tRn TENTANGPELIMPAHAN
SEBAGIANKEWENANGANDI BIDANGPERIZINANDAN NON
PERIZINANKEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN
PERIZINANTERPADUSATUPINTUKABUPATENOGANILIR.
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku

usahaj'kegiatan tertentu dalam bentuk izin; .
6. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada;H,seseorang atau pelaku

usaha.Zkegiatan tertentu dalam tanda daftar usaha; 'J;;:'
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintafs kabupaten berdasarkan

peraturan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau mefnperbolehkari seseorang
atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

BABII
,

PELIMPAHANKEWENANGANPENYELENGGARAAN
PELAYANANDI BIDANGPERIZINAN

Pasa12

Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perizman dan non penzman yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dengan
jenis perizinan, terdiri dari :
a. Bidang Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
2. Izin Usaha Perdagangan;
3. Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha;
4. Izin Reklame;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Pendaftaran .Jasa Usaha Kepariwisataan :

-: Izin Kawasan Objek Wisata;
Izin Wisata Tirta;
Izin Hotel;
Izin Restoran;

i 'Izin Cafe; ,!
in;

Izin Jasa Boga;
Izin Perja1~an Wisata;
Izin Rekreasi dan Hiburan Umum;
Izin Tempat Olahraga;
Izin J asa Transportasi Wisata;
Izin Jasa Inforrnasi Wisata;
Izin Spa;
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8. Izin Praktek Dokter;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
11. Izin Praktek Bidan;
12. Izin Praktek Apoteker;
13. Izin Apotek;
14. Izin Toko Obat;
15. Izin Klinik;
16. Izin Balai Pengobatan;
17. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
18. Izin Usaha TokoModern;
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
20. Izin Usaha Pasar Tradisional;
21. Izin Prinsip Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha;
25. Izin Usaha Perluasan;
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Perubahan;
28. Izin Mendirikan Sekolah Swasta;
29. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Kursus;;"
30. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos darr/ atau Rumah.Sewa;

b. Bidang Non Perizinan '.!
:"i;

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Jndustri (TDI);

1 I :"3. Tanda DaftarGudang (TDG); i,
4. Surat Keterangan Rencana Kota (AdvicePlanning); .'
5. Surat Tanda Rendaftaran Waralaba;

"

i'

Pasal3

(1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, meliputi :
a. penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kabupaten;r b. pemerosesan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama Bupati;
I c. penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;

d. penyederhanaan prosedur perizinan;
e penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizman bersarna-sama

SKPDterkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
f. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

secara berkala/ periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
(2) Izin khusus mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan

persetujuan dari Bupati.
(3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin

yang bersifat prinsip atau usaha industri berskala menengah dan besar.

Pasa14

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas
Penanaman Modae dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berwenang mengeluarkan
surat pencabutarr perizinan. I;:!'
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(2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan
apabila : :,Ii.
a. pe1aksanaan p~hzinan yang dikeluarkan tidak sesuai dan! atau menyalahi
ketentuan yan~Jelah ditetapkan; .'

b. telah diberikanteguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut me1alui surat teguran pertama,
kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dengan masa tenggang waktu
3X24 jam; dan

c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan oleh
pemegang izin, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu mengeluarkan surat peringatan terakhir dan apabila masih tidak
diindahkan oleh pemegang izm, Kepala Dinas menge1uarkan surat
pembatalan dan /atau pencabutan perizinan.

BABIII

PEMBINAAN,PENGENDALIANDAN
PENGAWASANTEKNIS

Pasa15

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Perizinan dan
Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk me1akukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan teknis atas pergelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan
teknis atas peri£fhan dilaksanakan oleh tim teknis iyang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BABIV
1\.

KETENTUANPERALIHAN

Pasa16
I.

Terhadap jenis perizinan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini
masih tetap dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

Pasa17

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir untuk me1aksanakan ketentuan
Peraturan-ini,

BABV

KETENTUANPENUTUP
IJ('

\t;-t:J{lf'tI\ Pasal 8

peraturanlmi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan mi
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

, ..

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, ,j~twtn'

ATIOGANIUY

2017

AS PANJIALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, "; t)/lNAarl 2017

l' SEKRETARISDAERABIt' ,KABUPATENOGANILIR

~~

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TABUN 2017 NOMOR....f
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan iru
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pad a tanggal, "? ~4~

PLT. BUPATIOGANILIR,

2017

dto

M. ILYASPANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, ? jt'(1'\Wti

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENOGAN ILIR,

2017

dto

HERMAN

BERITADAERAHKABUPATENOGANILIR
TAHUN 2017 NOMOR....1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENOGANILIR,

HAM~R, SH, M.Si
P bina Tk.I (IVjb)

P. 19631111 198503 1 007
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